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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili
serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Swasta di PT Panca Eka Lanjung, tempat kediaman di

Kabupaten Siak, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Honorer di Kesembangpol, tempat kediaman di Kabupaten

Siak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Juni
2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Register
Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor
187/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 8 Juni 2020, dengan alasan-alasan sebagai
berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2000 telah dilangsungkan perkawinan
antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siak, Dahulu
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Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah
No. K.7/520/1X/2000 tertanggal 07 Maret 2001;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan
Tergugat berstatus jejaka;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan layaknya suami istri (ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang
anak yang masing-masing bernama:

o ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2002;
e ANAK 2, lahir tanggal 12 September 2006;
e ANAK 3, lahir tanggal 29 Oktober 2011;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan Sungai Jantan,
RT. 001, RW 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak,
Kabupaten Siak sekitar 5 tahun; dan Terkhir Penggugat dan Tergugat
pindah Kerumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sungai Jantan, RT.
001, RW 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten
Siak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya
berjalan harmonis, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Agustus Tahun
2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
disebabkan oleh karena;

a) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata
kasar;

b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata
cerai;

c) Tergugat besifat pemarah dan egois;

d) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

e) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Penggugat

dari rumah;
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6. Bahwa puncak dari percekcokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi
pada Awal bulan Mei tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan
Tergugat telah pisah ranjang, dimana Penggugat dan Tergugat masih sama-
sama tinggal satu rumah Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat
sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami
istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana
yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah
tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan
tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena
perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat
terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan
tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenubhi
unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk
menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak mengutus
wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
187/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 9 Juni 2020 dan tanggal 16 Juni 2020 yang
dibacakan di dalam sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya
bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K.7/520/IX/2000, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten
Bengkalis, sekarang Kabupaten Siak, tanggal 7 Maret 2001, bermaterai

cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi
2.1. SAKSI 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara angat Penggugat, orang yang
cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan
secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu
persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara angkat

Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di

rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sungai Jantan, RT. 001,
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RW 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten
Siak;

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya
rukun, namun pada tahun 2014, 2018 dan terakhir di tahun 2020 ini,
saksi mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Saksi pernah melihat langsung 1 (satu) kali Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

- Setahu saksi penyebabnya adalah Tergugat bersifat kasar terhadap
Penggugat dan keluarga Tergugat ikut campur urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah, akan tetapi
berdasarkan pengakuan Penggugat sudah pisah ranjang;

- Setahu saksi sudah ada upaya merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat, dan saksi juga
ikut mendamaikan, namun tidak berhasil;

2.2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah tetangga Penggugat, orang yang cakap,

tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara

lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu,
pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat;

- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;

- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di
rumah sendiri yang beralamatkan di Jalan Sungai Jantan, RT. 001,
RW 002, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten
Siak;

- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
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- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat;

- Saksi pernah melihat langsung sebanyak 3 (tiga) kali dan mendengar
langsung suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat 10 (sepuluh)
kali, disertai suara barang yang dilempar/ dihempaskan;

- Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat;

- Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 (satu) rumah, akan tetapi
berdasarkan pengakuan Penggugat sudah pisah ranjang;

- Setahu saksi sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan

Tergugat oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan
gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk
kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara
orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah
hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1)
huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang
menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan

Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak
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pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah persona
standi in yudicio;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum,
maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus
dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat secara
maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan,
sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan
4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor
50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam
namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut
di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun
yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak Pertengahan bulan
Agustus Tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus disebabkan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu
mengucapkan kata-kata kasar, Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu
mengucapkan kata-kata cerai, Tergugat besifat pemarah dan egois dan
Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat serta Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir
Penggugat dari rumah. Puncaknya terjadi pada awal bulan Mei tahun 2020
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yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dimana
Penggugat dan Tergugat masih sama-sama tinggal satu rumah, sehingga sejak
saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan
sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Hakim menilai alasan
gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta patut
dianggap telah mengakui alasan-alasan gugatan Penggugat berdasarkan Pasal
39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa
dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka untuk menghindari
adanya kebohongan dan kesepakatan antara pihak, alasan perceraian yang
diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di
persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya
akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang
dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah
ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa
oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat
(3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif
Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan
Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum
Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan
nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan
Tergugat menikah pada tanggal 19 Agustus 2000 dan telah tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang Kabupaten
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Siak, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan
hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat
materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan
suami istri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di
persidangan, setelah diperiksa adalah saudara angkat dan tetangga
Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg.,
saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan
Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal
175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut
sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua)
orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg
keterangan  keduanya  berdasarkan  pengetahuannya  sendiri-sendiri
sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain
sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim
keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan
Penggugat sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-
saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi
Penggugat dan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak.
Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Terbukti
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, serta terbukti telah ada
usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung
abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu

tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
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kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum
yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada
alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai
suami istri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada upayakan
damai oleh pihak keluarga, sebagaimana ketentuan pasal Pasal 39 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim
telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi sebagai suami istri disebabkan usaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim sepakat
dalam musyawarah Hakim bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan
sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan
dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang

patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 1 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I.,
sebagai Ketua Majelis, Deded Bakti Anggara, Lc. dan Susi Endayani, S.Sy.
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Maijelis tersebut, dibantu Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.,

sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,

DEDED BAKTI ANGGARA, Lc. SUBHI PANTONI, S.H.I.
Hakim Anggota II,

SUSI ENDAYANI, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

DIAN TRISNAVITA HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran :Rp 30.000
Biaya Proses :Rp 60.000
Biaya Panggilan :Rp170.000
PNBP Panggilan | :Rp 20.000
Redaksi :Rp 10.000
Materai :Rp 6.000

Jumlah Rp296.000

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

ook wN =
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